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ABSTRAK

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROSES DAN AKTIVITAS
LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

SAFRIZY FEBRIYANTO
15423122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang pada KPKNL
Yogyakarta dan menganalisis pandangan ekonomi Islam yang mengacu pada prinsip
dasar jual beli muzayadah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-
MUI/I1/2002 terhadap pelaksanaan lelang di KPKNL Yogyakarta tahun 2021. Lelang
dalam islam pada dasarnya bersifat mubah, selama dalam pelaksanaan lelang tersebut
rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi, dilakukan secara adil pada semua pihak yang
terlibat, serta tidak mengandung praktek najasy dan tadlis. Metode yang digunakan
pada penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara terstruktur. Lokasi Penelitian adalah Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pelaksanaan lelang KPKNL Yogyakarta bernaung pada aturan hukum positif
yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan lelang, KPKNL Yogyakarta telah
memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, kemudian KPKNL Yogyakarta
menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upaya untuk menghindari
praktek najasy maupun tadlis, sehingga pelaksanaan Lelang KPKNL Yogyakarta telah
sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Lelang, Ekonomi Islam, KPKNL



ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC VIEWS ON AUCTION PROCESS AND ACTIVITIES AT
THE STATE PROPERTY SERVICE OFFICE AND YOGYAKARTA AUCTION

SAFRIZY FEBRIYANTO
15423122

This study aims to determine the implementation of the auction at the Yogyakarta
KPKNL and analyze the view of Islamic economics which refers to the basic principles
of muzayadah buying and selling as contained in the Sharia Council Fatwa No:
25/DSN-MUI/111/2002 on the implementation of the auction at the KPKNL Yogyakarta
in 2021. In Islam it is basically permissible, as long as the auction is carried out in
harmony and the terms of sale and purchase must be fulfilled, carried out fairly on all
parties involved, and do not contain najasy and tadlis practices. The method used in
this study is a qualitative method, data collection was carried out using structured
interview techniques. The research location is the Yogyakarta State Property and
Auction Service Office. The results of the study show that the implementation of the
Yogyakarta KPKNL auction is based on positive legal rules that apply in Indonesia.
However, in the implementation of the auction, the Yogyakarta KPKNL has fulfilled
the pillars and conditions in buying and selling, then the Yogyakarta KPKNL applies
a security deposit system and also a limit value as an effort to avoid najasy and tadlis
practices, so that the implementation of the Yogyakarta KPKNL Auction is in

accordance with Islamic economics.

Keywords: Auction, Islamic economic, KPKNL
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KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1; Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
& Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di atas)

Xi



z Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
.C Kha Kh ka dan ha
N Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
3 Ra R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
r Syin Sy es dan ya
2 Sad S es (dengan titik di bawah)
2 Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ “ain koma terbalik (di atas)
: Gain G Ge
d
g Fa F Ef

xii




3 Qaf Q Ki
s Kaf K Ka
J Lam L El
Mim M Em
¢
R Nun N En
5 Wau w We
Y Ha H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
& Ya Y Ya
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

Fathah

A
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Kasrah I

s Dammah U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin

Nama

Fathah dan ya Ai

adanu

Fathah dan wau Au

adanu

Contoh:
- (X Kataba
- J.-J fa'ala
- & suila
- G kaifa

- Jy haula

Xiv




C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
& Kasrah dan ya i i dan garis di atas
‘j Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh:

- J\E qala

- & rama

- J-gg qila

- J}é-} vaqiilu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
XV



Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- JubY1 405 raudah al-ayfal/raudahtul ayfal
- Sysxedl &3uadt al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

. isdb talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J5 nazala
- 0 al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J),

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
- JE ar-rajulu
- {.-l-d‘ al-galamu
- W\ asy-syamsu

J’)’U'-\ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

)

- 6 e khuzu

-
&

- {e  syai’un
- t8d)  an-nau’u
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- o; inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

P
Lo 204 LAS b

- GE G s &) g

- LA 5 BGE ol

l. Huruf Kapital

Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

Bismillahi majreha wa mursaha

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Geldh o & A

- C;gj.}\ ‘;}j.:\

Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/

Alhamdu lillahi rabbil “alamin

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- 6-3?,/ 3}:" Al Allaahu gafiirun rahim

- \"-y?' }}3‘21\ 4 Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
J.  Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dalam islam memiliki seperangkat aturan sebagaimana yang telah
disampaikan oleh para fugaha, baik berupa syarat, rukun, dan pelaksanaanya. Jual beli
merupakan sebuah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli melalui sebuah akad
yang didasarkan kerelaan satu sama lain (Mulyana, 2019). Dalam pelaksanaanya jual
beli tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, tidak boleh mezolimi dan tidak boleh
merugikan salah satu pihak (Haidah, 2019). Hal ini jelas disampaikan dalam Al-Quran

surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:
O h KT VGRS Y5385 ot 38 55 055 BT T ey 28K f0vat T 9 el i @0
Uy PS» 5 W

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” QS An-Nisa ayat 29.

Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satu bentuk jual beli tersebut adalah
jual beli lelang. Jual beli sistem lelang ini sudah ada di Indonesia sejak zaman
penjajahan terutama untuk lelang komoditas perkebunan seperti teh, cengkeh, dan
rempah (Fadhli, 2018). Praktek lelang tersebut dilakukan oleh penjajah Belanda
tepatnya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tahun 1750 (Misnho & Shadiq,
2018). Jual beli lelang sendiri merupakan setiap penjualan barang di muka umum
dengan cara penawaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau tertulis melaui usaha
mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau

Vendemeester (Mahmudah, 2021). Terdapat beberapa unsur mengenai pelaksanaan
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lelang yang pertama lelang harus diumumkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaanya
dilakukan, yang kedua pembukaan harga harus dilakukan secara kompetitif baik secara
lisan maupun tertulis, pembeli yang berhak membeli lelang adalah pembeli dengan
penawaran tertinggi, harus ada campur tangan pejabat lelang (KEMENKEU, 2018).

Dalam islam sendiri jual beli lelang dinamakan bai’ muzayyadah. Jual beli ini
menurut figih merupakan jual beli dengan penawaran barang dagangan di tengah-
tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi
sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan
pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Khoerunisa & Saefullah, 2015). Jual
beli lelang pada dasarnya sudah dipraktekkan sejak pada masa Nabi Muhammad Saw.
sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada“Seorang lelaki Anshar datang
kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau
pun bertanya kepadanya: “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” la menjawab, “ Ada,
dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir
untuk meminum air.” Nabi Saw. berkata, * kalau begitu bawalah kedua barang itu
kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw. bertanya, ‘“siapa yang mau
membeli dua barang ini?” salah seorang sahabat Beliau menjawab, “saya mau
membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “ada yang mau
membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?” Beliau menawarkannya hingga
dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau
membelinya dengan harga dua dirham“ Maka Nabi Saw. memberikan dua barang itu
kepadanya dan Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada
lelaki Anshar tersebu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, AnNasa’i, dan at-Tirmidzi).

Pada sekarang ini, seluruh wilayah di dunia tidak terkecuali di Indonesia sedang
menghadapi ancaman krisis akibat pandemi covid-19, hal ini tentu berpengaruh pada
kondisi perekonomian keluarga yang turut terkena imbas dari resesi ekonomi yang
mencapai minus 0,74 pada kuartal 1 di tahun 2021 (Ulya, 2021). Akibat dari resesi

ekonomi maka daya beli masyarakat menurun dan banyak pekerja yang mengalami



pemutusan hubungan kerja sehingga menjadi pengangguran. Untuk memenuhi
kebutuhanya, masyarakat berupaya mengadaikan barang berharga yang mereka miliki
untuk mendapat fresh money demi menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Selama
tahun 2020 data dari pegadaian menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah
sebesar 22,15% yaitu dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang (Pegadaian, 2021).
Masyarakat yang membutuhkan uang segera menggadaikan barangnya di pegadaian,
sementar itu sebagian masayarakat tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan oleh
pihak pegadaian sehingga barang yang dijadikan agunan akan di lelang oleh pihak pegadaian
yang di bantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibawah kementrian
keuangan Republik Indonesia yang prosesnya dilakukan di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah
Yogyakarta sendiri permohonan lelang selama tahun 2020 cenderung mengalami
kenaikan. Berikut data kenaikan permohonan lelang dari bulan januari-juni 2020:

Tabel 1.1 Permohonan Lelang di KPKNL Yogyakarta Januari-Juni 2020

Bulan Permohonan Lelang
Januari 39
Februari 89
Maret 22
April 62
Mei 43
Juni 92

Sumber: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta
Berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa aktivitas lelang di KNKPL
Yogyakarta cukup intens, hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk penulis karena
sebagian besar penduduk di Indonesia adalah masyarakat muslim, praktik lelang yang
dilakukan di KPKNL menggunakan landasan hukum positif dari Keputusan/Peraturan
Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 99/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Lelang (KEMENKEU, 2016). Sedangkan landasan ekonomi syariah mengenai lelang
belum dijelaskan secara rinci hanya tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor:
25/DSN-MUI/1I1/2002 tentang Rahn. Sehingga pelaksanaan lelang sejatinya hanya
berlandaskan aturan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia (Kamal, 2020).

Menurut penelitian Fadhli (2018), pelaksanaan lelang di Aceh menggunakan
hukum konvensional yang tetap aturan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan yang
diterapkan pada perbankan syariah telah banyak mengadopsi kaedah ekonomi Islam
tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat permasalahan yang keluar dari koridor
ekonomi Islam yang menjunjung tinggi falsafah maslahah dan konsep keadilan.
Penelitian Misno & Shadiq (2018), menjelaskan bahwa Pelaksanaan Lelang KPKNL
Bogor selama tahun 2016 telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, kemudian
untuk menghindarkan lelang dari praktek najasy, maupun tadlis KPKNL Bogor
menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upayaupaya untuk
menghindari praktek najasy maupun tadlis, sehingga pelaksanaan Lelang KPKNL
Bogor telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Sudiati (2018), menjelaskan bahwa pelaksanan lelang di Pegadaian
Syariah Cabang Setia Budi berupaya menaati aturan dari Fatwa Dewan Syariah No:
25/DSN-MUI/111/2002 tetapi dalam pelaksanaanya harga taksiran barang yang dilelang
tidak sesuai dengan harga jual.

Dari latar belakang masalah dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya
maka penulis memutuskan untuk meneliti kesesuaian syariah dalam pelaksanaan lelang
di KPKNL Yogyakarta dengan judul penelitian “Pandangan Ekonomi Islam
terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Dan Lelang Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang

diatas adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL)Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang proses dan aktivitas lelang yang terjadi di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitan
Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui:
1. Proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta.
2. Pandangan Islam tentang proses dan aktivitas lelang yang terjadi di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat (kegunaan) yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain
sebagai berikut:

1. Penelitian ini bagi dunia akademik diharapkan dapat memberikan sumbangsih
ilmiah sekaligus dapat melengkapi atau memperbarui temuan-temuan
sebelumnya tentang pandang islam terhadap proses dan aktivitas lelang yang
terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

2. Penelitian ini juga dapat diharapkan dapat berguna bagi semua lembaga
masyarakat, khususnya perbaikan manajemen Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

E. Sistematika penulisan

BAB I. Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengani latar belakang yang
diteliti dari masalah-masalah yang telah ditemukan penulis. Pada bab ini, dijelaskan
berbagai problematika yang dihadapi baik dilihat dari ruang lingkup problematika yang

akan diteliti, pemaparan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang muncul



pada tujuan penelitian yang dilakukan, metodologi penelitian dan juga sistematika
penulisan.

BAB Il. Bab ini berisi empat sub bab tentang kajian pustaka, landasan teori.
Kajian pustaka dalam bab ini membahas tnetang penelitian—penelitian terdahulu yang
telah dilakukan sebelumnya yang relevan dan mendukung penelitian ini. Landasan
teori dalam bab ini membahas tentang teori yang ada, yang mendasari adanya
penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang dalam perspektif syariah.

BAB Ill. Bab ini berisi metode penelitian yang juga diuraikan beberapa isi yaitu
desain penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan. Bab ini menjelaskan
tahapan analisis data yang telah dilakukan secara keseluruhan. Data yang telah
diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji atau ditelaah, dianalisis, dan disajikan untuk
dibahas guna mendapatkan bagaimana proses pelaksanaan lelang di KNKPL
Yogyakarta ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

BAB V. Bab berisi kesimpulan yang membahas pernyataan singkat sebagai hasil
pembahasan yang disajikan serta bersifat akurat. Selain itu bab ini juga berisi saran
yang disampaikan penulis untuk kepentingan riset selanjutnya agar dapat
dikembangkan sedemikian rupa untuk dapat diperbaiki baik temuan-temuan baru yang

ada nantinya dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



BAB |1
TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pusaka berisi uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah
dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian
yang penulis lakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai
tinjauan ekonomi islam dalam praktik pelaksanaan lelang:

Pertama, penelitian tentang “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam” oleh
Khoerunisa & Saefullah (2015), Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual
beli secara lelang berdasarkan tinjauan hukum islam di TPI KUD Mina Bumi Bahari. Metode
yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa menurut figh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (muzayyadah) ikan
di TPI KUD Mina Bumi Bahari dengan kata sepakat (suka rela atau intirodlin) antara pembeli
dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPl KUD Mina Bumi Bahari desa
Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan
sistematik yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama
(nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil
lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang
dan membuat nelayan merasa rugi karena TPl mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa
sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang
telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang
terjadi di desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari’ah yang berlaku dan telah di
utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat

dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang



terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten
Cirebon.

Kedua, penelitian tentang “Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Pada Bagian Seksi
Pelayanan Lelang Di Kantor pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekan Baru” oleh
(Firmansyah, Maulana, & Arivianti, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengelolaan arsip lelang di KPKLN Pekan Baru. Metode yang digunakan sama dengan
penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan kearsipan sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam
suatu kantor. Tanpa arsip tidak mungkin seorang petugas arsip dapat mengingat semua
catatan dan dokumen secara lengkap. Berdasarkan kegiatan kantor pelayanan kekayaan
negara dan Lelang Pekanbaru yang menerangkan bahwa bagian seksi pelayanan lelang yang
mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan lelang terhadap aset-aset milik Negara jadi
sangat penting bagi Seksi Pelayanan Lelang untuk memiliki kearsipan yang baik dan terarah
demi pelaksanaan kegiatan melelang di kantor KPKNL Pekan Baru. Menurut pengamatan
dan hasil wawancara penulis penatan arsip pada Seksi Pelayanan Lelang belumlah terlaksana
dengan baik, hal ini disebabkan tidak adanya tenaga ahli atau pegawai yang khusus
menangani kearsipan. Seperti arsip yang diperlukan sulit ditemukan karena sering kali terjadi
kesalahan dalam penyimpanan arsip, pihak pegawai tidak mempunyai latar belakang tentang
kearsipan, Jumlah arsip di bagian Seksi Pelayanan Lelang sangat banyak sehingga kurangnya
mendapat perhatian dan menyebabkan penyimpanan arsip tersebut tidak tersusun
sebagaimana mestinya, Kurangnya lemari di bagian penyimpanan arsip, kondisi ruangan
penyimpanan arsip yang tidak memadai.

Ketiga, penelitian tentang “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam” oleh (Ferdian, 2019).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur jual beli lelang barang sitaan
di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditinjau dari perspektif hukum islam. Metode yang
digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan

teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik



jual beli lelang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengalami perkembangan,
dalam hal ini akad jual beli dengan cara melelang barang pun diterapkan dalam lembaga-
lembaga negara seperti kejaksaan, bank dan lain-lain. Barang sitaan yang dilelang merupakan
barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan secara hukum Islam diperbolehkanidan
dibenarkan dalam Islam dikarenakan apa yang diperjualbelikan sudah adanya kejelasan akan
barang sitaan sudah menjadi hak penuh dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam akad
jual beli lelang tidak ada hal membatalkan dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan
syaratnya.

Keempat, penelitian tentang “Kedudukan Barang Lelang yang Digunakan Untuk
Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh (Karina,
Sukarmi, & Kawuryan, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kedudukan barang lelang dari hasil pencurian menurut tinjauan hukum islam. Metode yang
digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam
pandangan hukum islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang
digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh
negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka
mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian
hak.

Kelima, penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Palu” oleh (Sulaji, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan (laku terjual atau tidak laku terjual) lelang eksekusi hak
tanggungan obyek property riil di KPKNL Palu. Metode yang digunakan berbeda dengan
penelitian yang dilakukan penulis yaitu analisis regresi biner dengan menggunakan model
logit. Hasil Penelitian menunjukan bahwa keberhasilan lelang eksekusi hak tanggungan di
KPKNL Palu relatif rendah dan keberhasilan lelang secara langsung akan meningkatkan debt

recovery serta penerimaan negara seperti bea lelang, pajak penghasilan, dan BPHTB. Data
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yang diteliti berupa risalah lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Palu yang terletak
di Kota Palu dari tahun 2015 sampai dengan September 2016 dengan mengambil sampel
sebanyak 200 transaksi lelang. Faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap hasil lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Palu adalah lokasi, aksesibilitas,
penyelenggara pra lelang dan cara penawaran lelang.

Keenam, penelitian tentang “Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui
Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Manado” oleh (Jayanti & Darmawan, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Administrasi Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN
di Kantor Aset Negara dan Lelang Manado untuk mengetahui apakah Administrasi Barang
Milik Negara di Kantor Aset Negara dan Lelang Manado sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku dalam mengatur administrasi BMN. Metode penelitian ini sama
dengan metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
data primer dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Aset Negara
dan Layanan Lelang di Manado sebagai Unit Akuntansi untuk Otorisasi Pengguna Barang
(UAKPB) telah melakukan Administrasi Barang Milik Negara serta pencatatan melalui
penggunaan SIMAK-BMN aplikasi.

Ketujuh, penelitian tentang “Pelelangan Barang Gadai dalam Persfektif Islam” oleh
(Andri & Suyanto, 2020). Tujuan peneltiian ini adalah untuk menganalisis tunjauan hukum
islam terhadap pelelangan barang gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metoe kualitatif, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda dengan penelitian
yang dilakukan oleh penulis yaitu metode studi literatur sedangkan penulis menggunakan
metode wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Islam, gadai dikenal dengan
ar-rahn yaitu menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya.
Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak
mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo
adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni

sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak
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sanggup membayar utang maka barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan
cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpecaya. Lelang sesuai syariah
juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar,

maisir, riba dan bathil.

Kedelapan, penelitian tentang “Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan pada Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Medan” oleh (Yanti, Satria, & Sugihen, 2015). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang
Medan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan yang diberikan apabila pembiayaan
yang diberikan mengalami kemacetan. Metode penelitian yang digunakan sama dengan
metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan sumber data primer yang
didapat dari wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan jalan keluar terakhir, apabila
antara pemberi pembiayaan (Bank) dengan penerima pembiayaan tidak menemukan solusi
dengan cara musyawarah dan mufakat. Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan aturan
lelang terbaru yang diberlakukan saat ini. Oleh karena itu jika terjadi lelang pada PT. Bank
Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Medan dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan aturan Menteri Keuangan tersebut.

B. Kerangka teori
1. Lelang
a. Pengertian Lelang

Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK. 06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara,
Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran
harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun
untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang
(Firmansyah et al., 2019).
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Berdasarkan keterangan di atas, lelang adalah kegiata jual beli barang yang
terbuka untuk masyarakat umum dengan sistem tawar menawar harga baik
tertulis maupun lisan yang dalam prakteknya semakin meningkat ataupun
menurun demi tercapainya harga tertinggi dalam penawaran terhadap barang
yang dilelang dengan syarat kegiatan lelang tersebut didahului dengan
pengumuman lelang dari pihak terkait atau pihak penyelenggara lelang
tersebut (Lelang, Setiadi, & ., 2016).

. Barang Sitaan

Barang sitaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 113/Pmk.06/2016 Tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka
Penjualan Secara Lelang adalah semua benda yang disita oleh penyidik,
penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna
keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan,
atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan (Fahmi, 2018).

Benda sitaan untuk kegiatan lelang yang dilaksanakan di KPKNL adalah
benda yang telah disita oleh pihak penyidik, penuntut umum atau pejabat yang
memiliki kewenangan untuk menyita barang untuk keperluan sebagai barang
bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau juga sebagai
jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang telah ditetapkan. Sebelum benda itu disita untuk dilelang, penilaian
terhadap benda tersebut diperlukan agar terbebas dari gugatan hukum
dikedepanya. Barang sitaan akan dinilai oleh KPKNL adalah barang-barang
yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri,
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(KEMENKEU, 2018).
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c. Penilaian barang
Sebelum barang disita, dilakukan terlebih dahulu tahap penilaian barang
sitaan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dengan cara membentuk tim penilai yang terdiri dari minimal tiga orang
penilai dengan salah satunya menjadi ketua tim yang merangkap menjadi
anggota penilai (Setiawan, 2019).
Proses Penilaian meliputi:

1) Pengumpulan data awal;

Data awal sebagaimana dimaksud adalah data yang berasal dari data
dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Penilaian penilaian
barang (Kemala & Gustian, 2019). Data dan informasi objek Penilaian
yang dimaksud dala hal ini adalah data-data yang meliputi (Tanubrata,
2019):

a) latar belakang permohonan;
b) tujuan Penilaian. Barang Sitaan untuk penjualan secara Lelang;
c¢) deskripsi objek Penilaian;
Deskripsi objek Penilaian untuk tanah atau bangunan, paling
sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah atau bangunan.
Selain tanah atau bangunan, paling sedikit meliputi: lokasi, jumlah,
dan spesifikasi; dan keterangan berat, dalam hal objek Penilaian
termasuk kategori limbah padat (scrap) atau keterangan volume,
dalam hal objek Penilaian termasuk kategori limbah cair.
d) fotokopi dokumen legalitas atau surat keterangan dari instansi yang
berwenang;
e) fotokopi surat perintah Penyitaan; dan
f) fotokopi Berita Acara Penyitaan;

2) Survei lapangan;
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Survei lapangan dilakukan oleh tim penilai Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dengan sekurang-kurangnya berjumlah dua anggota
penilai. Survei lapangan dilakukan untuk meneliti kondisi fisik dan
lingkungan. Survei lapangan dilakukan dalam hal Penilaian
menggunakan pendekatan data pasar (Kim, 2016).

Survei lapangan dilakukan dengan cara (Tanubrata, 2019):
a) mencocokkan kebenaran data awal dengan kondisi objek Penilaian;
b) mengumpulkan data dan/ atau informasi lain yang berkaitan dengan

objek Penilaian dan/ atau objek pembanding.

Setelah dilakukan survei, hal yang dilakukan setelahnya adalah
melakukan atau menyusun laporan dalam berita acara survei yang sudah
ditentukan oleh kementerian keuangan (KEMENKEU, 2016).

Untuk Penilaian tanah, data dan/ atau informasi lain yang
dibutuhkan adalah meliputi (KEUANGAN, 2007):
a) rencana tata ruang wilayah.
b) data transaksi atau keterangan harga.
c) informasi ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
d) data harga penjualan secara Lelang.
e) informasi harga transaksi dan/ atau penawaran.
Sumber Data dan informasi lain berasal dari antara lain:
a) Pemerintah Daerah setempat,
b) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Desa/Lurah, agen
properti, pengembang properti, dan/atau pihak yang berwenang,
c) pihak yang berwenang dan/atau masyarakat yang menerima ganti
rugi,
d) Kantor Pelayanan.
e) iklan media cetak, media elektronik, media komunikasi, masyarakat

sekitar, dan/ a tau media lainnya.
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Untuk Penilaian bangunan, data dan informasi lain meliputi:

denah konstruksi bangunan.

spesifikasi bangunan.

deskripsi fisik bangunan.

tahun selesai dibangun dan tahun renovasi/restorasi.

data standar harga satuan bangunan.

rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.

Data dan informasi bangunan bersumber dari:

Pemohon dan/atau pengguna bangunan,

Instansi pemerintah dan/ atau pihak terkait,

Pemerintah Daerah setempat

Untuk Penilaian selain tanah dan bangunan, data dan informasi lain

meliputi:

a) spesifikasi teknis objek Penilaian.

b) kondisi umum objek Penilaian.

d. Analisis data

Analisis data dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh Direktorat

Jenderal yang merupakan tim penilai. Analisis data dilakukan terhadap data

dan informasi yang telah didaptkan dari pemohon penialain dan juga

berdasarkan hasil surfei lapangan (Respawan, Sudarsana, & Nadiasa, 2017).

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data

objek penilaian:

Tabel 2.1 Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian

No Tanah Bangunan Selain Tanah dan
Bangunan
1 Letak/lokasi Tahun sele§a| Jenis
dibangun;
9 Jenis: Tahun reno_\{asv Merek
restorasi;
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3 Luas; Konstruk_5| .dan Kapasitas
material;
Bentuk; Luas; Tahun pembuatan
Ukuran; Bentuk; _K_ond|3| objek
penilaian secara umum
. N Faktor lain yang
6 Kontur; Tinggi; terkait.
7 Elevasi; Jumlah lantai; -
8 Fasilitas umum Kondisi bangun.an -
secara umum;
9 Perun tukan area Arana pelengkap; -
10 Perizinan; Penggunaa.n -
bangunan;
11 | Dokumen legalitas; Faktor Iam yang -
terkait.
12 Faktor lain yang i i
terkait.

Sumber: Data diolah, 2020

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Lelang

Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula
dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam figih disebut Muzayadah.
Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum.
Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya,
sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum,
dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli menurut bahasa artinya
“menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ jual beli artinya “menukarkan harta
dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad)”. Jual beli secara etimologis berarti
pertukaran mutlak. Kata al-bai’ (jual) dan Asy Syiraa’ (beli) penggunaannya
disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang
sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran
semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan

keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik
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dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi
(Setyaningsih, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu
bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam
penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara
pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga
yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Secara Umum Lelang
adalah penjualan barang yang dilakukan di depan umum termasuk melalui media
elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau
harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang
didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut
pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada
penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli
adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut
mengambil barang dari penjual (BP & Shadiq, 2018).

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’
kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi
kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin
Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik
lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Jual beli secara lelang tidak termasuk
praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna
tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda.
Dalam muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli
yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang
bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram
yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-
meminjam uang atau barang ribawi lainnya (Prabandaru, 2018).

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat
diklasifikasi menjadi tiga kategori (BP & Shadig, 2018):
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a) Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari
salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk
menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya.

b) Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari
penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya
maupun menaikkan tawaran pertama.

c) Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran
meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap
tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

Syari’at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas
penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang
lain. Telah dijelaskan di atas secara rinci tentang harga, bahwa harga mempunyai
peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang
di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan
harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang didepan
umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu
kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian
semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.
pihak lembaga keuangan atau perorangan berhak untuk mengikuti aktivitas lelang
barang. Lembaga keuangan yang mengikuti lelang biasanya melelang barang jaminan
karena nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan atau hutangnya. Maka dari itu
harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk
mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun yang
berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil (Dianawati & Purnawan,
2017).

Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan
pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan
perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Kesalahan

dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya
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jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku
usaha tidak disukai para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi
yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak
berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka
penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian
masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan
(Fadhli, 2018).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang
berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya
sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Adapun rukun yang terjadi dalam
jual beli, yaitu (Hilmawan, Yayuli, & Pi, 2021):

a.  Al’agidani terdiri dari penjual dan pembeli
b.  Shighat terdisi dari ijab dan gabul
c.  Ma’qud ‘alaihi terdiri dari barang dan harga.

Setiap barang yang menjadi objek akad ataupun harganya harus memenuhi

syarat-syarat jual beli sebagai berikut (Fahmi, 1970):

a.  Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar saling sukarela
b.  Barang yang dijual harus suci

c.  Barang yang dijual bermanfaat

d.  Barang yang dijual benar-benar milik penjual

e.  Barang dapat diserahkan

f. Diketahui barang dan harganya secara jelas

g.  Tidak boleh ada unsur tipuan atau gharar

h.  Tidak boleh menawar suatu barang yang sedang ditawar orang lain.

3.  Fatwa DSN MUI Dan Pendapat Ulama tentang Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang di Indonesia dalam perspektif ekonomi islam di atur dalam
Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/IIN/2002 tentang Rahn. Dalam fatwa tersebut
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dijelaskan dalam ketentuan ketentuan umum kedua yang menjelaskan bahwa, “Apabila
Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi
melalui lelang sesuai syariah”. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan
apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi
hutangnya. Dengan fatwa ini, maka pelaksanaan lelang dalam islam hukumnya boleh
atau mubah (Setyaningsih, 2019).

Acuan pelaksanaan lelang juga didasarkan pada pendapat ulama terkait
pelaksanaan kegiatan muamalah berupa jual beli. Syara’ menyatakan bahwa jual beli
merupakan kegiatan memiliki suatu harta (benda) dengan mekanisme mengganti
sesuatu harta (uang) tersebut dengan sesuatu lain yang memiliki manfaatnya saja,
tentunya dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara’. Menurut ulama Hanafiyah'
jual belimerupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta baik berupa barang
dengan uang, barang dengan barang, ataupun berbentuk lainnya yang tentunya
didasarkan pada cara khusus yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat.
Sementara itu, menurut hukum ekonomi islam jual beli merupakan pertukaran harta
yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasarsaling rela.Yang
dimaksud dengan pertukaran harta umumnya ialah pertukaran bentuk bendaatau barang
bermanfaat, dalam artian lain pertukaran barang atau benda yang bersifat tidak akan
memicu kemadharatan, adapun yang dimaksud dengan manfaat ialah sesuatu yang
dapat digunakan dalam kepentingan kemaslahatan. Sehingga dapat dimengerti bahwa
pengertian jual beli secara istilah ialah kegiatan tukar menukar sesuatu baik
tukarmenukar sesuatu dalam bentuk barang dengan uang (alat tukar-menukar) atau
tukar-menukar sesuatu dalam bentuk dengan barang pula yang pelaksanaannya
dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan persetujuan antar pelaku jual beli dan
barang yang dimaksud ialah barang yang bermanfaat terhadap kemaslahatan manusia
(Mahmudah, 2021).

Berkaitan dengan jual beli muzayadah maupun sistem lelang, tidak jarang dalam
kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai orang-orang yang masih memiliki

persepsi atau pandangan kurang tepatterhadap pelaksanaan jual beli yang diterapkan
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sistem lelang. Mereka mengkaitkan praktik sistem lelang dengan jual beli terlarang,
yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau
bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba yang
didasarkan pada makna dari kata muzayadah sendiri yakni bertambah, saling
menambabhi, atau ziyadah yang memiliki makna tambahan layaknya makna tambahan
dalam sistem riba. Padahal makna tambahan pada sistem lelang adalah berjauhan
dengan makna tambahan pada sistem riba. Riba ialah suatu praktik transaksi yang
diharamkan oleh syariat. Sedangkan hukum pelaksanaan muzayadah bukan haram,
bahkan dibenarkan dalam islam, yang dilarang ialah mengambil atau membeli barang
dengan harga lebih tinggi dari pembeli yang telah disepakati untuk dijual kepadanya.
Karena dalam ruang lingkup atau dalam lingkungan agama islam, diperbolehkannya
praktik muzayadah atau lelang tentunya tidak terlepas dari batasan-batasan atau
ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun begitu, praktik jual beli dengan sistem lelang
juga tidak luput dari penyimpangan, tidak jarang masih dijumpai penyimpangan dalam
praktiknya, seperti halnya manipulasi, kolusi, maupun praktik kotor lainnya yang
bersifat tidak menguntungkan atau keluar dari ketentuan-ketentuanyang mengaturnya,
utamanya apabila dipandang dari segi pandangan agama islam (Prabandaru, 2018).
Transaksi muamalat kontemporer memberi pengertian praktik lelang sebagai
suatu transaksi bentuk penjualan barang yang dilakukan di hadapan umum para calon
pembeli atau penawar, dengan mekanisme pada awal mulanya dibuka atau diawali
dengan penawaran harga rendah hingga selanjutnya semakin naik dan berakhir dengan
diberikannnya barang kepada calon pembeli yang memiliki tawaran dengan harga
tertinggi. Selain itu lelang juga dapat dilakukan dengan mulanya dengan penawaran
harga tinggi kemudian mengalami penurunan hingga ditetapkan dan disepakati penjual
kepada pemenang yakni calon pembeli dengan tawaran harga tertinggi (Fahmi, 1970).
Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan
berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks
tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem

lelang, yang dimaksud dengantambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam
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akadnya. Yang akan mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh
penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan
harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang
dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada

kesepakatannya di awal akad transaksi (Mulyawan, Ja’far, & Fasa, 2021).



BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah, jelas, dan sistematis, maka
sangat diperlukan metode penyusunan yang digunakan agar hal tersebut terpenuhi
dan peneliti dapat meneliti serta menganalisa data-data untuk diteliti. Penelitian ini
mendeskripsikan tentang proses dan aktifitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)Yogyakarta, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
yaitu dilakukan penelitian secara langsung kelapangan dengan wawancara
dipenelitian sehingga data yang didapat akurat, adapun metode penelitian yang

penulis gunakan antara lain:

1. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field
reseach). Peneliti terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian
dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji sumber data yang dibutuhkan dan
relevan dengan permasalahan yang diangkat. Objek penelitian disini yaitu Badan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriftif.
Pendekatan kualitatif deskriftif adalah untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau
hal-hal lain. Pada proses penelitian peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap
objek atau wilayah penelitian. Hasil yang didapatkan dideskriftifkan seperti apa
adanya dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2011).

2. Lokasi Penelitian
Dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
yang beralamat di JI. Kusumanegara No. 11 Semaki, Kecamatan Umbullharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.
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3. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2021.

4. Objek penelitian
Objek penelitiannya adalah Proses dan Aktifitas Lelang yang terjadi di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. dengan penulis
langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang

berkaitan dengan kelancaran penelitian penulis

5. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini menggunakan data premier yang merupakan
data yang didapat langsung dari narasumber dari hasil wawancara kepada pihak

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah (pertanyaan
hanya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh
narasumber) yang dilakukan secara lisan. Dalam melakukan wawancara,
pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar atau umum
tentang apa saja yang akan ditanyakan untuk mendukung data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Jenis wawancara tyang digunakan adalah wawancara
terstruktur menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2015).

Dalam wawancara ini peneliti menyiapkan dan menyusun terlebih dahulu
beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang
disiapkan peneliti berkaitan dengan proses dan aktifitas lelang di KPKNL
Yogyakarta. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah mencatat
jawaban dan hal penting yang disampaikan narasumber serta merekam atau
recording selama proses wawancara. Metode merekam dipilih sebagai antisipasi

apabila peneliti kehilangan informasi penting dari narasumber.
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C. Metode Analisis Data

Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain (Melong, 2010). Analisis data merupakan bagian terpenting
dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah

penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan
data. Teknik analisis data yang dilakukan, dengan menggunakan kualitatif
dianalisis dengan teknik yang ditemukan oleh Miler dan Huberman (1992)

mencakup tiga keguatan yang bersamaan:

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstaksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini
berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal penelitian sampai akhir
penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Dalam
proses reduksi ini peniliti mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti
melihat kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber lain

dari website maupun laporan untuk menguji kebenaran data (Khilmiyah, 2016.)

2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data-
data yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan. Data tersebut
selanjutnya akan diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum ditarik kesimpulan
akhir secara menyeluruh, interpretasi data dapat diartikan sebagai kegiatan
dalam memahami makna yang terkandung pada uraian informasi yang sudah
disajikan oleh karena itu sajiannya harus tertata secara baik. Dalam hal ini
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peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematik, karena lebih mudah
untuk dipahami. Dalam proses ini, data dikelompokan berdasarkan tema-tema
inti.

Menyimpulkan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan untuk memahami makna
serangkaian pembuatan suatu karya ilmiah yang telah terselesaikan, dipaparkan
menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami. Pelaksanaannya
dilakukan secara berulang-ulang untuk meninjau kebenaran atau kesimpulan
yang ada (sugiyono, 2016). Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang
terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian,
kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data yang ada,
pengelompokan data yang telah terbentuk lalu dirumuskan.

Setelah semua data terkumpul dengan sempurna, kemudian disusun dan
digambar menurut apa adanya secara obyektif berdasarkan kerangka yang telah
dibuat. Dari hasil pengolahan dan menganalisis data yang diperolah dari
wawancara maupun pengamatan ini diberikan interpretasi yang kemudian

sebagai acuan untuk menarik sebuah kesimpulan.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

Yogyakarta

KPKNL Yogyakarta telah melalui sejarah panjang yang dimulai sejak tahun
1971. Sejarah KPKNL Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdirinya KNKPL pusat.
Dimulai ketika struktur organisasi dan sumber daya manusia pada Panitia Urusan
Piutang Negara atau disingkat PUPN tidak lagi mampu menangani penyerahan piutang
negara terutama yang berasal dari kredit investasi. Menurut hasil wawancara dengan
Ibu Erni Ika Nur Hayati, mengatakan bahwa: “Pada awalnya hal yang menjadi alasan
dibentuknya lembaga KNKNL ini karena adanya Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1976 tentang pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), nah
tugasnya itu untuk mengurusi penyelesaian pengurusan piutang negara, kala itu kan
belum ada ya lembaganya dan cukup rumit jika tidak ada lembaga yang bertugas secara
resmi, sehingga pemerintah ya membuat Kepres sebagai solusi permasalahan utang
piutang negara kala itu” (Erni Ika Nur Hayati, 2021). Sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
sedangkan PUPN yang merupakan panitia inter departemental hanya menetapkan
produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Keppres tersebut kemudian
dijabarkan dan membuat Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
517/MK/1V/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas
pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN (DJKN
KEMENKEU, 2012).

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 diterbitkan oleh pemerintah dalam
rangka mempercepat proses pelunasan piutang negara. Pemerintah menggabungkan
fungsi lelang serta seluruh aparatnya yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) ke dalam struktur organisasi BUPN, melalui keputusan tersebut membuat

organisasi baru terbentuk dengan nama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
24
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(BUPLN). Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan proses lanjutan atas
keputusan tersebut adalah Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional
pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang
Negara (KP3N), sedangkan untuk tugas operasional pengurusan piutang dilaksanakan
oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan pada Keputusan Presiden
Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN kemudian
ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang
fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) (DJKN KEMENKEU, 2012).

Pada tahun 2006, pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Departemen Keuangan. Melalui Reformasi Birokrasi tersebut, fungsi pengurusan
piutang negara dan pelayanan lelang disatukan denganfungsi pengelolaan kekayaan
negara pada Direktorat. Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan
pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang
digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Pengelolaan Barang
Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),
sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Presiden yang
dikeluarkan Nomor 66 Tahun 2006 yang berisi tantang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN kemudian mengalami perubahan nama
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN juga ikut berganti
nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan
tambahan fungsi yaitu melakukan pelayanan pada bidang kekayaan negara dan
penilaian (DJKN KEMENKEU, 2012).

Penerbitan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari beberapa kegiatan
seperti kegiatan inventaris, penilaian, dan pemetaan permasalahan BMN menjadi awal
dari tugas DJKN dalam mengelola kekayaan negara,dilanjutkan dengan melakukan

koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
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Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Kegiatan tersebut membuat LKPP yang
sebelumnya mendapat opini tidak menyatakan pendapat/tidak berpendapat dari BPK
RI, berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian. Untuk periode pelaporan tahun
2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga berhasil meraih opini wajar tanpa
pengecualian (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dikarenakan fungsi pengelolaan terhadap aset negara merupakan pos yang
terbesar neraca yang tertera pada LKPP, dan sebagai contributor perkembangan
perekonomian nasional, maka DJKN saat ini tengah melakukan transformasi
kelembagaan sebagai bagian dalam mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam
melaksanakan Transformasi Kelembagaan. Transformasi ini pada lingkup DJKN
bertujuan untuk mempertajam dan meningkatkan fungsi dari DJKN itu sendiri
terutama yang berkaitan dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan
kekayaan negara (DJKN KEMENKEU, 2012).

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit Eselon 11, yaitu: Sekertariat,
Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat
Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. DJKN juga mempunyai unit kerja
vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 85
KPKNL. Salah satunya adalah di Yogyakarta (DJKN KEMENKEU, 2012).

Berdasarkan informasi dari Ibu Erni selaku kepala Sub. Bagian Umum,
mengatakan bahwa: “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KNKPL di
Yogyakarta itu sebenarnya merupakan Unit Kerja yang sifatnya vertikal dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan jadi ibatnya toko ya ini
adalah cabangnya. Nah untuk KNKPL Yogyakarta sendiri berada di bawah
pengawasan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”
(Ermi lka Nur Hayati, 2021). Orientasi KPKNL Yogyakarta selalu berusaha
memberikan pelayanan yang terbaik melalui peningkatan profesionalitas kinerja,

memegang teguh integritas serta melakukan penyempurnaan dalam segala aspek untuk
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kenyamanan stakeholders (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi yang seharusnya dilakukan
untuk menjadi instansi yang ideal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erni, bahwa
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang
menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan mempunyai misi, yaitu “Menjadi pengelola
kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Untuk mencapai visi tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
Lelang (KPKNL) Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut (KPKNL Yogyakarta,
2021):

a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara;

b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;

d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan
dalam berbagai keperluan;

e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan,dan
akuntabel,

f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif
sebagi instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan
masyarakat.

g. Dalam kegiatan pelayanan kepada stakeholders, KPKNL Yogyakarta memiliki
motto “TRENGGINAS” dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Tertib: Tertib Hukum, Terib Administrasi, dan Tertib Fisik

2) Resik: Bekerja dengan kebersihan hati melayani pemangku
kepentingan.

3) Ngayomi: Melindungi dan mengayomi semua pemangku kepentingan.

4) Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
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6)

7)
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kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan
berkualitas

Nyaman: Memberikan kenyamanan pelayanan kepada setiap
pemangkukepentingan.

Akuntabel:  Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Sempurna: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang

untukmenjadi dan memberikan yang terbaik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta

merupakan instansi pemerintahan vertikal yang berada di bawah kantor wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyajarta. KPKNL Yogyakarta mengarah pada Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang, meskipun terdapat pelayanan piutang negara, penilaian, hukum dan

informasi, dan kepatuhan internal (Erni Ika Nur Hayati, 2021).

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KNKPL) Yogyakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilihat dari

bagan organisasi berikut ini:

Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang
Ibu Marhaeni Rumiasih

Sub. Bagian Umum
Erni Ika Nur Hayati

|

Seksi Pegolahan Seksi Piutang Seksi Hukum & Seksi Kepatuhan
Kekayaan Negara Negara Informasi Internal
Wahyu Rinaryadi Kuncoro Muh. Abdul Rochim Sri Purwani

Kelompok Jabatan Fungsional
Pejabat Lelang

Gambar 4.1 Bagan Organisasi KNKPL Yogyakarta
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B. Pelaksanaan Konsep Lelang Di KPKNL Yogyakarta
1. Landasan Hukum Operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Yogyakarta

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara
dengan Ibu Sri Purwani selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal, mengatakan
bahwa, “terkait landasan hukum pelaksanaan lelang tentunya bisa di cek juga ya
di website KNKPL, kita semua merujuk pada landasan hukum yang sama dengan
pusat ya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/
PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instasi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara” (Purwani, 2021). Selain itu, landasan hukum positif
mengenai operasional lelang di KNKPL pusat, termasuk KNKPL Yogyakarta
sendiri di amanahkan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun
2020 tentang Kementerian Keuangan (DJKN KEMENKEU, 2012).

Pelaksanaan lelang di Indonesia tidak berlandaskan pada pedoman ekonomi
islam sebagai acuan untuk operasionalnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri
Purwani, “Secara tertulis tidak ada ya untuk pelaksanaan lelang di sini
menggunakan landasan hukum islam, tetapi dalam praktiknya saya rasa sudah
sesuai ya dengan kaedah — kaedah ekonomi islam, karena prosedur lelangnya pun
berusaha adil untuk pihak-pihak yang bersangkutan”. Ibu Sri, berpendapat bahwa
pelaksanaan lelang di KNKPL di Indonesia terutama di Yogyakarta sudah sangat
sesuai dengan kaidah-kaidah islami karena sama sudah memenuhi syarat dalam
transaksi bai” muzayadah yaitu wajib ada penjual, pembeli, barang yang diperjual
belikan, dan sighat (ijab dan Kabul). Pendapat beliau adalah “Tentunya sudah ya
jika yang ditanyakan mengenai syarat-syarat dasar jual beli seperti penjualnya
tentu kami ya dari pihak KNKPL sebagai mediator, pembelinya tentu ada, dan
pihak pemilik barang pada awalnya juga boleh hadir tetapi juga boleh tidak hadir
karena kan sudah di wakilkan pada kami, dan tentu ada barangnya, ada peraturan
lelangnya ya yang cukup ketat harus dicek dulu barangnya agar tidak terjadi miss

information baik untuk pihak pertama yang melelangkan barang maupun pembeli,
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dan saat terjadi deal transaksi tentunya kan sudah berakad. Jadi menurut saya
sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun tidak tertulis di Landasan hukum
operasional kami” (Purwani, 2021). Berdasarkan landasan hukum positif tersebut
maka saat ini operasional kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
di Indonesia sendiri berjumlah 88 kantor dari 17 wilayah bagian yang tersebar di
seluruh Indonesia (DJKN KEMENKEU, 2021).

2. Tahapan Persiapan Lelang

Tahap persiapan lelang dimulai dari mempersiapkan semua persyaratan

seperti:
a. Persiapan Berkas

Penjual/pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang
melalui KPKNL Yogyakarta harus mengajukan surat permohonan lelang dan
mendapatkan jadwal lelang. Penjual/ pemilik juga diharapkan mempersiapkan
dokumen lengkap persyaratan lelang sesauai dengan jenis lelangnya.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayat, menjelaskan bahwa: “Proses
persiapan berkas ini cukup rigit dan teliti ya, jadi bagi yang ingin melelangkan
barang baik itu intitusi perbankan maupun perorangan harus memperhatikan
betul tahapan pertama ini jangan sampai ada yang kurang atau salah” (Hidayat,
2021). Sedangkan menurut Pandangan Islam sendiri terkait syarat jual beli
adalah barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang suci, memiliki
kebermanfaatan, kepemilikan orang yang berakal atas barang, kemampuan
untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya

barang yang akan dijual (Sulaji, 2020).

Dalam islam sendiri syarat yang berlaku pada pelaku transaksi lelang
adalah, pelaku transaksi hendaklah seseorang yang berakal (bisa membedakan
antara yang benar dan tidak), namun dalam pandangan Imam Hanafi beliau tidak

mensyaratkan baligh sehingga sah saja perbuatan yang dilakukan oleh orang
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yang berumur tujuh tahun (Az-Zuhaily,2011). Dalam Pelaksanaan KPKNL
Yogyakarta, penjual/pemilik, pejabat lelang,maupun peserta lelang merupakan
orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum atau bisa dikatakan mereka
adalah orang-orang yang tergolong mumayyiz. Hal ini disampaikan oleh Bapak
Hidayat yaitu “Untuk pejabat lelang sendiri pastinya sudah baligh ya mas,
karena kan termasuknya PNS, syarat-syaratnya sudah sangat jelas kan ya ketika
ingin menjadi PNS ada batasan minimal umur sehingga sudah pasti sudah
dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk”(Hidayat, 2021). Berdasarkan dari penjelasan tersebut menggambarkan
bahwa syarat jual beli lelang menurut islam sudah terpeuhi di KNKPL

Yogyakarta.

Adapun barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan lelang itu sendiri
merupakan barang-barang yang telah dilengkapi dokumentasi atau memiliki
bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis non eksekusi, sukarela,
maupun eksekusi. Barang-barang tersebut haruslah dilengkapi dengan
dokumen-dokumen yang lengkap terlebih  dahulu sebelum menuju tahap
pelelangan. Barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya
adalah rumah, tanah ataupun barang-barang lainya yang dapat dilelang (KPKNL
Yogyakarta, 2021). Selain itu barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu
diperiksa kualitasnya atau kondisinya baik atau tidak, sehingga bila dilihat dari
sisi syarat-syarat transaksi lelang menurut Islam bisa dikatakan telah memenuhi
syarat-syarat yang dipersyaratkan. Persyaratan itu yakni: kehalalan barang,
kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan

untuk menyerahkan barang, dan pengetahuan tentang barang.

Dalam kasus lelang eksekusi yang menjadi pemilik barang adalah pihak
yang mengalami wanprestasi atas suatu kasus tetapi yang diharuskan menjual
barang jaminannya akibat adanya wanprestasi adalah pihak yang memberi

pembiayaan dalam hal ini adalah bank syarih. Ketika nasabah wanprestasi atau
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tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan itu harus dijual untuk

melunasi hutangnya.

b. Tahap Pelaksanaan Lelang

Menurut Bapak Hidayat, “Pelaksanaan lelang hanya berhak dipimpin oleh
orang yang telah mengikuti diklat pejabat lelang, beliau-beliau ini juga harus
sudah dimintai sumpahnya dan juga ditunjuk langsung Kepala Kantor
Pelayanan Lelang, isi sumpahnya sebagai jaminan bahwa sang pejabat lelang
merupakan pihak yang netral, dan jujur dalam memimpin jalannya pelelangan”
(Hidayat, 2021). Dalam Islam keadilan dalam memimpin merupakan salah satu
yang menjadi patokan utama dalam memimpin sebuah sidang begitupun
dengan pelaksanaan lelang ini. Dalam kasus yang sering terjadi yaitu pada
kasus lelang di bank, pemilik barang dan pihak bank sudah memberikan kuasa
penuhterhadap pejabat lelang sebagai perwakilannya untuk menjual barangnya
di pelelangan, atau bisa dikatakan bahwa pejabat lelang/pemimpin lelang
merupakan perwakilan yang memiliki hak penuh untuk menjual barang
tersebut di pelelangan (KPKNL Yogyakarta, 2021).

c. Penawaran Lelang/Pembeli

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau dapat diwakilkan oleh
perwakilanya. Sebelum pelaksanaan lelang. Menurut bapak Hidayat, “Para
peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk memberikan
pengajuan/penawaran lelang dengan bukti bahwa dia memiliki bukti Surat
Kuasa yang bermeterai”’(Hidayat, 2021). Para peserta lelang cukup dengan
melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi
(SIM) / Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tidak boleh
menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama (KPKNL Yogyakarta,
2021).

Adapun untuk perwalian kuasa dalam Islam juga dikenal sebagai wakalah
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atau pemberian hak kuasa kepada orang lain. Dalam hal ini wakalah haruslah
seizin dan sepengetahuan dari pemilik kuasa, dan hal ini sudah terpenuhi
dengan adanya bukti surat kuasa (Jaenudin, 2021). Adapun untuk
perwalian/perwakilan kuasa hanya boleh diwakilkan kepada satu orang untuk
satu pelelangan barang, hal ini dilakukan untuk melakukan minimalizasi

praktik calo dalam pelaksanaan lelang (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Hidayat, “Sistem
penawaran lelang di KPKNL Yogyakarta menggunakan sistem penawaran
meningkat jadi orang yang nawar paling paling tinggi yang menjadi pemanang
lelang tersebut” (Hidayat, 2021). Sistem penawaran lelang tertinggi ini berlaku
terhadap semua jenis lelang di KPKNL Yogyakarta. Penawaran jenis ini
merupakan sistem lelang yang dibolehkan selama dalam proses lelang itu
terdapat keterbukaan kepada para peserta lelang dan juga pemilik
barang/penjual (Fadhli, 2018). Sementara penawaran secara lisan merupakan
jenis lelang yang umumnya terjadi, pelaksanaan penawaran lelang ini diawasi
secara ketat,dikarenakan dalam penawaran lelang terdapat resiko yang sangat
besar (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Lelang memiliki tingkat resiko yang besar, diantaranya adanya
kemungkinan permainan harga yang dilakukan oleh pembeli seperti melakukan
persekutuan dengan melakukan kerjasama untuk menghindari persaingan
melakukanpenawaran tertinggi agar mereka mendapatkan nilai jual barang
yang lebih murah, atau terhadap penjual yang bekerja sama terhadap salah satu
pembeli untuk memberikan penawaran tinggi agar barang yang terjual tersebut
mengalami peningkatan harga sehingga barang tersebut terjual mahal dan
penjual mendapatkan keuntungan besar (KPKNL Yogyakarta, 2021). Jenis
Transaksi tersebut jelas tidak dibolehkan dalam Islam dan tergolong haram, hal
ini dikarenakan terkandung pengutamaan diri sendiri, serta merugikan diri

pemilik barang, hal ini termasuk talaqqi ar’rukban dansemacamnya yang
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dilarang oleh syariat, selain itu dikasus lain jenistransaksi ini juga mengandung
najasy sehinggi mengakibatkan transaksi ini menjadi haram atau batal, cara-
cara kotor seperti ini tidak bisa dipungkiri sering terjadi di beberapa kasus
lelang (Fadhli, 2018).

Namun, resiko seperti ini belum pernah terjadi di KPKNL Yogyakarta,
karena padaumumnya transaksi lelang yang ada sudah memenuhi sarat akan
resiko (KPKNL Yogyakarta, 2021). Untuk menghindari kecurangan tersebut
para peserta lelang harus berhati-hati dan lebih cermat melihat proses
penawaran lelang, proses penawaran lelang yang tidak sehat biasanya sulit
diketahui, tetapi apabila para peserta lelang melihat adanya hal yang ganjil
maka seharusnya para penawar berhenti memberikan penawaran atau
memberikan laporan kepada pihak KPKNL Yogyakarta atau lembaga yang
berwenang terhadap kasus ini (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Transaksi lelang ini memang memiliki resiko, tetapi transaksi ini cukup
menguntungkan bagi penjual maupun peserta lelang, dimana nilai limit lelang
yang ditentukan tentu telah sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang yang
dilelang tersebut, sehingga walau penawaran lelang hanya lebih sekian persen
dari nilai limit, tetap saja memberikan keuntungan bagi pemilik barang,
sementara bagi penawar/pembelilelang terkadang mendapatkan harga murah di
pelelangan dibanding nilai jual barang tersebut di tempat lain (KPKNL
Yogyakarta, 2021).

d. Pembayaran

Menurut infomasi yang didapatan penulis dari Bapak Hidayat yang
menjelaskan bahwa: “Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil
lelang selambat-lambatnnya tiga hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali
mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari direktur
jenderal atas nama menteri keuangan” (Hidayat, 2021). Dalam hal dispensasi

pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan
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kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila
sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas pembeli lelang
belum melunasi pembayaran hasil lelang, pejabat lelang pada hari kerja
berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi
kewajibannya dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja sejak tanggal
diberitahukannya surat peringatan (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dalam Islam sendiri ketika barang yang dilelang telah ditemukan
pemenangnya maka dapat dikatakn telah terjadi ijab dan gabul dimana penawar
tertinggilah yang berhak membeli dan meraih kesepakatan dengan pihak
penjual, sehingga penawaran yang telah disepakati itu tidak bisa lagi ditawar
oleh yang lainnya. Pihak pembeli maupun pihak penjual haruslah memberikan
hak dan menunaikan kewajibannya masing-masing, dimana si penjual harus
menyerahkan yang telah dijual sementara si pembeli harus memberikan
sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya, dan apabila si pembeli tidak
mampu menunaikan kewajibannya terhadap si penjual ataupihak KPKNL,
maka pembeli / peserta lelang harus menerima konsekwensinya berupa
pembatalan akad atau pembatalan atas kemenangan lelang yang ia dapatkan
(Mahmudah, 2021). Peserta lelang yang tidak mampu atau tidak menunaikan
kewajibannya akan di blacklist dalam proses lelang dimana saja, hal ini
dilakukan agar para peserta lelang tidak serta merta menawar atau bermain-
main dalam lelang. Dengan diblacklistnya nama pemenang lelang yang
wanprestasi ini diharapkan kasus yang sama tidak terjadi pada pelelangan
berikutnya (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus
disetorkan kepada pihak KPKNL Yogyakarta yang kemudian disetorkan
kepada si pemilik barang/ bank syariah, dalam hal ini pihak KPKNL
Yogyakarta bisa dikatakan bertindak sebagai makelar atau pihak ketiga pada
transaksi ini (KPKNL Yogyakarta, 2021). Dalam Islam kasus ini disebut juga
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dengan samsaroh atau makelar. Praktik samsaroh sendiri pernah dipraktekkan
oleh Rasululllah SAW seperti yang tertuang dalam hadits yang artinya:

“Dari 'Urwah al-Barigi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk
dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang
satu dinar tersebut,kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar.
Setelah itu iadatang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian
beliauSAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. dan seandainya
uang itu dibelikan tanah, niscayamendapat keuntungan pula.” (HR. Ahmad

dan At-tirmizy)

Hasil lelang kepada si pemenang maupun si penjual lelang sesuai dengan
prosedural yang disepakati sebelumnya, KPKNL Yogyakarta atau pemimpin
sidang tidak berhak mendapatkan uang komisi atas usaha yang dilakukan
dikarenakan menjual barang secara lelang merupakan tugas yang harus
dijalankan KPKNL Yogyakarta. Pejabat lelang tersebut telah mendapatkan
bayaran gaji dari pemerintah, sehingga pemberian komisi kepada pejabat lelang
termasuk hal yang dilarang dalam  prosedural lelang  maupun dalam
pandangan Islam. Pihak penjual dan pembeli hanya perlu melakukan
pembayaran terhadap biaya administrasi lelang, seperti bea lelang bea materai

ataupun uang sesuai dengan prosedural lelang ini (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Dalam hal penjual/pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan
kepada pejabat lelang. Pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli
kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 (satu)
hari kerja setelah pembeli menunjukan bukti pelunasan pembayaran dan
menyerahkan bukti setor Penyerahan dokumen kepemilikan barang (KPKNL
Yogyakarta, 2021). Hal ini termasuk bagian dari ljab Qabul, dimana ketika sang

pembeli telah menunaikan kewajibannya maka sang penjual harus memberikan
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hak seorang pembeli/pemenang lelang tersebut (Khoerunisa & Saefullah, 2015).
Adapun penyerahan dokumen asli kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik
barang kepada pejabat lelang merupakan bukti bahwa sang pemilik barang telah
memberikan kepercayaan penuh kepada Pejabat lelang terhadap barangnya untuk
di lelang di pelelangan (KPKNL Yogyakarta, 2021). Penyerahan dokumen
kepemilikan barang ini juga sebagai bukti bahwa barang tersebut ada dan siap
untuk dilelang sebagaimana salah satu syarat jual beli adalah tentang kepemilikan
barang dan adanya kemampuan untuk menyerahkan barang yang merupakan

syarat-syarat barang yang akan di akadkan (Khoerunisa & Saefullah, 2015).

. Nilai Limit Lelang

Setiap Pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang yang
penetapannya menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Nilai limit
lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan. Penjual
atau pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan penilaian atau
penaksiran oleh penaksir atau tim penaksir. Penilai merupakan pihak yang
melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya. Adapun penaksir atau tim penilai merupakan pihak yang berasal dari
instansi atau perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdsarkan metode
yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda
antik atau kuno (KPKNL Yogyakarta, 2021).

Dalam penetapan Nilai limit sendiri telah digolongkan menjadi beberapa
kategori nilai limit yakni:
1) Nilai limit pada lelang non eksekusi/sukarela atas barang bergerak dan uang
menggunakan nilai limit ditetapkan oleh pemilik barang.
2) Nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian

dari penilai.
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Dalam hal bank kreditor akan menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan
pasal 6 UUHT, nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan dari hasil
penilaian dari penilai.

Dalam hal lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling
sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nilai limit harus ditetapkan
oleh penjual berdasarkan hasil penilaiaian oleh penilai.

Nilai limit ini pada dasarnya tidak bersifat rahasia. Untuk lelang eksekusi, non
eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela atas barang tidak
bergerak,nilai limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Adapun
untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama serta lelang non
eksekusi sukarela barang bergerak, nilai limit dapat tidak dicantumkan dalam
pengumuman lelang.

Dalam pandangan islam pengunaan nilai limit ini akan memberikan
kenyamanan dan keamanan terhadap penjual / pemilik barang dari kerugian atau
kecurangan para pembeli yang bekerjasama untuk membeli suatu barang dengan
harga murah, dimana ketika nilai penawaran tulisan belum mencapai nilai limit
makan akan dilanjutkan lagi denganpenawaran lisan, sementara disisi peserta
lelang nilai limit ini dapat menjadipatokan harga yang harus mereka siapkan
terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang tersebut.

Namun penggunaan nilai limit ini juga bisa membuat kerugian yang amat besar
bagi pemilik barang khususnya lelang eksekusi, dimana barang eksekusi
tersebut harus dijual secara lelang oleh si pemilik barang dikarenakan
ketidakmampuan membayar atau melunasi utang pada bank sehingga ia harus
menjual assetnya, dimana nilai limit tidak ditentukan oleh si pemilik barang
tapi tim penilai yang justru kadang memberikan nilai jual yang sangat murah
dipasaran, hal ini jelas merugikan si pemilik barang, ketika ia harus menjual
barangnya di pelelangan sebagaimana prosedural persidangan tentang barang
sitaan yang harus dijual secara lelang,sehingga dalam kasus ini jelas terjadi

tindak kedzoliman atau ketidakadilan terhadap si penjual.
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Prosedural seperti ini banyak dijumpai pada kredit-kredi macet dibank-bank
yang sarat akan riba ataupun bunga, besarnya bunga menyebabkan para pemilik
kredit kesulitan membayarnya, dimana kadang barang sitaan yang dilelang
justru masih belum mampu melunasi seluruh hutang dari kreditur, sehingga si
pemilik barang harus mencari tambahan lainnya selain hasil lelang tersebut.
Studi kasus diatas mengakibatkan adanya cacat akad, dimana si pemilik barang
harus dipaksa melakukan penjualan terhadap barangnya, yang dimana
penjualan yang dilakukan melaluilelang tersebut justru dijual amat sangat
murah dibanding harga pasaran pada umumnya, dan hal inilah yang
mengundang daya tarik juga bagi pesertalelang untuk mendapatkan barang
lelang yang murah. Hal ini akan berbeda ketika barang tersebut telah berpindah
kepemilikan terlebih dahulu dimana kepemilikan barang tersebut menjadi aset
pemerintah yang akan dijual karena dengan berpindahnya kepemilikan suatu
barang tersebut akan menghilangkan adanya keterpaksaan dari salah satu pihak
baik itu pembeli ataupun pemilik barang lelang.

Pembuatan risalah lelang atau berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh
pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna. Dari tiap-tiap penjualan umumyang dilakukan oleh juru
lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau
penjualan harusdibuat berita acara tersendiri.

10) Risalah lelang ini tidak memiliki pertentangan sama sekali dengan aturat

syariat, karena pada dasarnya risalah lelang ini dibutuhkan sebagai terhadap
penjualan lelang yang telah terjadi dan juga menjadi bukti keterbukaan KPKNL
Yogyakarta terhadap para pemilik barang yang mempercayakan barangnya
untukdilelang di KPKNL Yogyakarta.

11) Biaya dan administrasi lelang setiap penjualan umum dikenakan bea lelang

yang diperhitungannya sesuai dengan ketetuan peraturan pemerintah. Bea
lelang ini menjadi tanggung jawab penjual lelang kecuali ditentukan oleh

peraturan pemerintah. Selain bea lelang setiap pelaksanaan lelang juga akan
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dikenakan uang miskin. Pembayaran uang miskin tersebut menjadi tanggung
jawab pembeli lelang.

Dalam tinjaun ekonomi Islam bea lelang ini termasuk dari bagian wakalah
bil ujroh dikarenakan besarnya bea lelang tergantung dari berapa nilai jual dari
barang lelang tersebut (Khoerunisa & Saefullah, 2015). Pihak KPKNL
Yogyakarta merupakan pihak yang kita pergunakan jasanya untuk menjual barang
tersebut, selain itu pihak pembeli juga wajib membayar bea lelang atas pembelian
barang (KPKNL Yogyakarta, 2021). Hal ini juga masih tergolong wakalah bil
ujroh dimana pihak KPKNL Yogyakarta merupakan pihak yang kita pergunakan
jasanya untuk mencari barang lelang dan menjadi tempat pelelangan barang yang
kita inginkan. Adapun uang jaminan yang diharuskan untuk dibayar oleh pembeli
ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab seperti para pembeli yang sama sekali tidak memiliki niat
untuk membeli tapi justru memberikan tawaran palsu (Khoerunisa & Saefullah,
2015).

3. Analisis Pandangan Islam pada Aktivitas Lelang di KPKNL Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara
pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang pada KPKNL Yogyakarta
untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah
Nasional No: 25/DSN-MUI/IIN/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan
barang jaminan. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama
dan tidak bertentangan dengan pendapat, buah pikiran, penilaian. Dari kriteria
kesesuian maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan fatwa Dewan
Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan di KPKNL
Yoygakarta adalah sebagai berikut:

1. Pada kasus lelang di perbankan. Peringatan pada nasabah peminjam uang atas
barang jaminanya saat Jatuh Tempo.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo,
pihak bank syariah harus memperingatkan nasabah untuk segera melunasi
hutangnya. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan
sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal
penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui (KPKNL
Yogyakarta, 2021):

a) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat

b) Dihubungi melalui telepon

c) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang

d) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan bank syariah terhadap nasabah
pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan pelakanaan lelang di KPKNL
Yoogyakarta dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No:
25/DSN-MUI/111/2002 (KPKNL Yogyakarta, 2021).

2. Sanksi dari nasbaah bank syariah untuk yang tidak dapat melunasi
hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila rahin tetap
tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan dijual paksa/dieksekusi
melalui lelang sesuai syariah. Adapun maksud dari penjualan barang jaminan
tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa
simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika
dilihat dari praktiknya yaitu kasus pembiayaan mudharabah di bank syariah,
nasabah diminta memberikan sertifikat kepemilikan aset yang dimiliki seperti
sertifikat hak milik rumah dan sertifikat tanah. Apabila pembiayaan yang diajukan
nasabah ternyata tidak dapat di lunasi pada saat atuh tempo perjanjian dengan bank
syariah maka sebagai sanksinya nasabah harus mengikhlaskan aset yang menjadi
barang jaminan unuk di lelang oleh bank syariah pada mekanisme lelang yang

diadakan olen KNKPL. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan yang tidak ditebus
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tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-
MUI/I11/2002 bagian kedua butir ketentuan umum yang menjelaskan bahwa barang
jaminan dapat di eksekusi melalui mekanisme lelang syariah ketika nasabah tidak
dapat melunasi hutang pembiayaanya atau menebus barang jaminan tersebut.

Hasil Penjualan Barang jaminan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan
ketentuan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang,
biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang pihak yang
merawat barang dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan
(biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial).

Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta sudah memenuhi kaidah ekonomi
islam karena sudah memenuhi rukun jual beli dalam fikih muamalah seperti :

1. Memenuhi syarat A/’aqidani, dalam pelaksanaan lelang si KNKPL Yogyakarta
subjek yang melaksanakan lelang terdiri dari penjual, pembeli dan pejabat lelang.
2. Memenuhi syarat Shighat, dalam pelaksanaan lelang si KNKPL Yogyakarta
sudah melaksanakan ijab dan gabul saat mulai dibuka penawaran lelang pertama
dianggap sebagai ijab dan pembeli dengan harga tertinggi yang disepakati sebagai
gabul.

3. Memenuhi syarat Ma’qud ‘alaihi dalam pelaksanaan lelang si KNKPL
Yogyakarta terdapat barang yang dilelang secara jelas spesifikasinya dan harga

yang sesuai dengan penawaran lelang.

Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta juga sudah memenuhi syara-syarat

yang ditetapkan oleh fikih muamalah yaitu:

1. Transaksi lelang sudah dilakukan oleh pihak yang cakap hukum artinya orang
dewasa yang tidak hilang akal, sudah mengetahui dan memahami prosedur
lelang.

2. Pelaksanaan lelang di KNKPL Yogyakarta juga sudah didasarkan atas sukarela
tidak dipaksakan.
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Barang yang dijualbelikan kebanyakan adalah emas, kendaraan, tanah, an
bangunan sehingga dianggap suci.

Barang yang dijual saat lelang sudah dicek dan diukur kebermanfaatanya
sehingga barang tersebut dijamin tidak rusak dan manfaatnya masi utuh.
Barang yang dijual benar-benar milik penjual atau orang atau lembaga
keuangan yang melelangkan barang jaminan.

Barang dapat diserahkan pada pembeli setelah penawaran selesai dan terjadi
kesepakatan.

Barang dan harganya diketahui seluruh peserta lelang baik pejabat lelang,
penjual pihak pertama, lembaga keuangan, maupun pembeli.

. Tidak ada unsur tipuan atau gharar karena sudah ditetapkan nilai limit dari

barang tersebut.



A.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan untuk menganalisis pandangan ekonomi islam

terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelelangan benda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

B.

1.

pada praktiknya menerapkan sistem jual beli dan sudah memenuhi syarat dan
rukun jual beli.

Barang yang dilelang bukan hanya barng yang didaftarkan dari bank maupun
pegadaian baik konvensional maupun syariah tetapi dari individua tau
perseroan juga dapat mendaftarkan proses lelang untuk barang dengan tetap
memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku

Dilihat dari praktiknya, praktik pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa
Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/111/2002 dengan menghindari praktik maysir
dan tadlis.

Saran

Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta supaya
tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.

Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta supaya
lebih  mensosialisasikan pentingnya prosedur lelang dan pentingnya
mempertahankan aspek syariah sebelum dilaksanakan proses lelang agar

terhindar dari tadlis dan maysir.
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Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1.
2.
3.
4.
5

© © N o

11.

12.

13.

14.

15.

Bagaimana sejarah berdirinya KPKNL Kota Yogyakarta?

Bagaimana Visi dan Misi KPKNL Kota Yogyakarta ?

Apa saja kegiatan yang dilakukan di KPKNL Yogyakarta?

Bagaimana Proses aktivitas lelang di KPKNL Yogyakarta?

Bagaimana Landasan ekonomi islam pelaksanaan aktivitas lelang di KPKNL
Yogyakarta?

Siapa yang menaungi KPKNL Yogyakarta?

Apa saja jenis-jenis lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Yogyakarta?
Siapa yang dapat melelangkan barang di KPKNL Yogyakarta?

Berapa lama proses pelelangan barang di KPKNL Yogyakarta?

. Apa saja syarat untuk seseorang yang ingin melelang barang di KPKNL

Yogyakarta?

Apakah semua pelaksanaan lelang sudah memenuhi rukun dan syarat bai
muzayadah seperti: Penjual, pembeli, barang yang dilelang, dan sighat?
Apakah praktek lelang barang sudah terbebas dari taktik permintaan palsu?
Bagaimana cara menghindari permintaan palsu dalam pelaksanaan lelang?
Apakah praktek lelang barang sudah terbebas dari penipuan? Bagaimana cara
menghindari penipuan dalam pelaksanaan lelang?

Apakah ada harga limit yang di patok oleh bank atau KPKNL ? jika ada apakah
nasabah mengetahuinya?

Bagaimana hambatan saat dilaksanakan proses lelang?



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara
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Gambar Lampiran 2. Informan 1: Kepala Sub. Bagian Umum. 1bu Erni Eka Nurhayati



Gambar lampiran 4. Informan 4. Informan 3: Pejabat Lelang. Bapak Hidayat
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Yogyakarta

Emi lka Nurhayatl

Tembusan:
1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
2. Kepala Subbagian Umum



Lampiran 4
Hasil Wawancara Informan 1: Kepala Sub. Bagian Umum. Ibu Erni Eka Nur Hayati

Safrizy: “ Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam,
Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah
mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: Pandangan Ekonomi Islam
Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Yogyakarta. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengurus perizinan untuk
mengambil data melalui instrument wawancara, dan saya ucapkan terima kasih karena

ibu berkenan untuk di wawancarai pada hari ini”.

Ibu Erni: “Baik, selamat datang nak Safrizy, perkenalkan juga saya ibu Erni Eka Nur
Hayati selaku kepala Sub. Bagian Umum, dimana saya diamanahi untuk menggantikan
kepala kantor KNKPL, Ibu Marhaeni Rumiasih karena memang beliau sedang bertugas
diluar kota. Mengenai tugas skripsi nak Safrizy silahkan untuk ditanyakan kira-kira

informasi apa yang dapat saya bantu, monggo”

Safrizy: “Baik ibu, saya ucapkan terimakasih sebelunya ibu, mungkin diawali dengan
pertanyaan mengenai sejarah berdirinya KNKPL di Yogyakarta bu, mungkin bisa

diceritakan bu”

Ibu Erni: “Kalo untuk sejarah KNKPL Yogyakarta, sebanarnya akan lebih lengkap ya
ketika Mas Safrizy coba buka website KNKPL pusat, tetapi singkatnya saya mungkin
bisa ceritakan bahwa KNKPL Yogyakarta ini mulai diritisnya sejak tahun 1971 bareng
ya sama yang pusat di Jakarta. Pada awalnya hal yang menjadi alasan dibentuknya
lembaga KNKNL ini karena adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976
tentang pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), nah tugasnya itu untuk
mengurusi penyelesaian pengurusan piutang negara, kala itu kan belum ada ya
lembaganya dan cukup rumit jika tidak ada lembaga yang bertugas secara resmi,
sehingga pemerintah ya membuat Kepres sebagai solusi permasalahan utang piutang

negara kala itu. Selanjutnya ya tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh



Satuan Tugas (Satgas) BUPN dan terus berkembang menjadi Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang, selengkapnya bisa ya diakses di websitenya KNKPL
milik Direktorat Jendral Pajak (DJP) KEMENKEU”.

Safrizy: “Baik ibu, terima kasih untuk penjelasanya terkait sejarah KNKPL di
Indonesia, untuk selanjutnya mungkin saya konfirmasi bu, jadi KNKPL Yogyakarta

ini juga merupakan kantor cabang saja ya bu dari KNKPL yang terbentuk di pusat?”

Ibu Erni: “Iya sangat betul, jadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau
KNKPL di Yogyakarta itu sebenarnya merupakan Unit Kerja yang sifatnya vertikal dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan jadi ibatnya
toko ya ini adalah cabangnya. Nah untuk KNKPL Yogyakarta sendiri berada di bawah
pengawasan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadi gitu mas”.

Safrizy: “baik ibu saya sudah paham, jadi memang berbicara terkait sejarnya tidak

dapat terlepat ya bu dari sejarah KNKPL pusat sendiri”
Ibu Erni: “iya betul sekali”

Safrizy: “Baik ibu, mungkin saya ingin menanyakan hal umum lainya terkait KNKPL

Yogyakarta, terkait visi misinya bu, mungkin bisa dijelaskan”

Ibu Erni: “Untuk visinya KNKPL Yogyakarta adalah enjadi pengelola kekayaan negara
yang profesional dan akuntabeluntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk detail

visi misinya bisa dilihat di website ya mas”

Safrizy: “Baik bu terimakasih untuk penjelasanya ibu, mungkin untuk penjelasan
umum lainya adalah mengenai lembaga yang menaungi KPKNL Yogyakarta.

Bagaimana ya bu terkait ini?”



Ibu Emi: “untuk lembaga yang menaungi KPKNL Yogyakarta tetunya adalah
Kementrian Keuangan ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa KPKNL Yogyakarta ini

hubunganya vertical dengan Kemenkeu”

Safrizy: “Baik bu, terimakasih untuk jawabanya, selanjutnya ibu terkait struktur

organisasi di KNKPL Yogyakarta apakah boleh untuk diperlihatkan”

Ibu Erni: “ Untuk struktur organisasi, mungkin maksudnya susunan pegawai ya, nah
itu bisa diliat dalam berkas terkait urutan susunan pegawai di dokumen saya, namun
untuk nama-namanya tidak ada di dokumen saya coba jelaskan saja ya, jadi untuk
bagian top manager namanya adalah Kepala KNKPL Yogyakarta ya, sekarang ini
dijabat oleh Ibu Marhaeni Rumiasih, di bawahnya ada Kepala Sub. Bagian Umum
yang dijabat saya sendiri Erni Ika Nurhayati, kemudian ada Kepala seksi Pengelolaan
kekayaan negara yang dijabat oleh Bapak Wahyu Rinaryadi, lalu ada kepala seksi
piutang negara yang dijabat oleh Bapak Kuncoro, lalu ada Kepala seksi Hukum dan
Informasi yang dijabat olen Muh. Abdul Rochim, dan ada kepala seksi kepatuhan
internal yang dijabat oleh lbu Sri Purwai. Nah kemudian dibawahnya ada pejabat-
pejabat lelang, dan yang ini saya tidah hafal nama-namanya karena cukup banyak ya,

tapi salah satunya ada Bapak Hiayat”.
Safrizy: “Baik ibu, terimakasih untuk penjelasanya sangat rinci informasinya”

Ibu Erni: “Iya nak Safrizy sama-sama, mungkin begitu ya untuk informasi umum
terkait KNKPL Yogyakarta, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai kegiatan
operasional atau kepatuhan dan aturan-aturan serta jika ada pertanyaan terkait hukum
syariahnya bisa ditanyakan pada pejabat lelang ya nanti bisa bertemu bapak hidayat

dan kepala seksi kepatuhan internal sama ibu Sri Purwani”.

Safrizy: “Baik ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait informasi

yang diberikan bu”

Ibu Erni: “Iya sama-sama”



Safrizy: “Mohon maaf ibu apakah boleh mengambil dokumentasi untuk lampiran

penelitian”
Ibu Erni: “Iya boleh-boleh, mari berfoto”

Safrizy: “lya ibu terimakasih bu, mari”



Lampiran 5
Wawancara Informan 2: Kepala Seksi Kepatuhan Internal. 1bu Sri Purwani

Safrizy: “Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam,
Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah
mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: Pandangan Ekonomi Islam
Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Yogyakarta. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk wawancara dengan Ibu
Erni Eka Nur Hayati selaku kepala sub bagian umum di KNKPL Yogyakarta ini, dan
saya coba diarahkan untuk mewawancarai ibu terkait informasi-informasi internal yang

mungkin sekiranya dapat menunjang penelitian ini dan layak untuk dipublikasikan™.

Ibu Sri: “lya mas, baik perkenalkan saya Sri Purwani disini saya diamanahi sebagali
kepala seksi kepatuhan internal, silahkan untuk pertanyaan kiranya saya bisa
membantu dan memang bersifat boleh ya dijadikan rujukan akan saya jelaskan

semampu saya ya mas Safrizy”.

Safrizy: “Nggih bu, terima kasih sebelumnya, mungkin saya langsung saja nggeh bu,
saya ingin menanyakan terkait landasan hukum pelaksanaan aktivitas lelang di KPKNL

Yogyakarta, mungkin bisa diceritakan bu, bagaiaman untuk landasan hukumnya”.

Ibu Sri: “Oke, terkait landasan hukum pelaksanaan lelang tentunya bisa di cek juga ya
di website KNKPL, kita semua merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat
ya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/ PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara”.

Safrizy: “Baik bu, terimakasih untuk informasinya bu, selanjutnya saya ingin bertanya
mengenai landasaan hukum syariah dalam pelaksanaan lelang, apakah di KNKPL
Yogyakarta juga menggunakan landasan hukum islam seperti Al-Quran dan Hadis

dalam tata pelaksanaan lelang?”



Ibu Sri: “Secara tertulis tidak ada ya untuk pelaksanaan lelang di sini menggunakan
landasan hukum islam, tetapi dalam praktiknya saya rasa sudah sesuai ya dengan
hukum islam, karena prosedur lelangnya pun berusaha adil untuk pihak-pihak yang

bersangkutan”.

Safrizy: “Baik, secara tertulis tidak ada ya bu tetapi praktiknya juga berusaha untuk
win win solution untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk pertanyaan lebih
detailnya adalah mekanisme pelaksanan lelang ibu, jadi dari segi hukum ekonomi islam
terdapat istilah bai muzayadah nah maksud artinya adalah jual beli bu, jadi saat terjadi
transaksi jual beli tentunya harus ada syarat yang harus dipenuhi seperti: penjual,
pembeli, barang yang dilelang, dan akadnya. Nah apakah di KNKPL Yogyakarta sudah

memehuni semua syarat tersebut bu?”

Ibu Sri: “Tentunya sudah ya jika yang ditanyakan mengenai syarat-Syarat dasar jual
beli seperti penjualnya tentu kami ya dari pihak KNKPL sebagai mediator, pembelinya
tentu ada, dan pihak pemilik barang pada awalnya juga boleh hadir tetapi juga boleh
tidak hadir karena kan sudah di wakilkan pada kami, dan tentu ada barangnya, ada
peraturan lelangnya ya yang cukup ketat harus dicek dulu barangnya agar tidak terjadi
miss information baik untuk pihak pertama yang melelangkan barang maupun pembeli,
dan saat terjadi deal transaksi tentunya kan sudah berakad. Jadi menurut saya sudah
sesuai dengan prinsip syariah, meskipun tidak tertulis di Landasan hukum operasional

kami”.

Safrizy: “Baik ibu terimakasih untuk jawabanya, jadi menurut pendapat ibu sudah

sesuai ya dengan kaidah jual beli lelang menurut islam”
Ibu Sri: “Iya menurut saya sudah sesuai mas”

Safrizy: “Baik ibu, dari saya mungkin begitu, selanjutnya saya ingin bertanya terkait

operasional lelangnya ibu”



Ibu Sri: “Oiya kalua untuk operasionalnya ditanyakan pada pejabat lelang ya, karena

akan lebih rinci penjelasanya, nanti bisa ditanyakan ke pak Hidayat”

Safrizy: “Baik ibu, terimakasih banyak untuk informasinya dan kesediaan ibu untuk

saya wawancarai”

Ibu Sri: “Iya mas, sama-sama”



Lampiran 6

Wawancara Informan 3: Pejabat lelang. Bapak Hidayat

Safrizy: “ Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Safrizy dari Prodi Ekonomi Islam,
Universitas Islam Indonesia, tujuan saya berkunjung ke kantor KNKPL ini adalah
mencari data untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul: Pandangan Ekonomi Islam
Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Yogyakarta. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk wawancara dengan Ibu
Erni dan Ibu Purwani, dan untuk pertanyaan teknik dan operasional saya diarahkan

untuk mewawancarai bapak”.

Bapak Hidayat: “Ya, selamat datang Safrizy, perkenalkan juga Hidayat ya selaku
pejabat lelang, ya saya bekerja secara langsung turun tangan terkait pelaksaan lelang
disini, monggo mas Safrizy dimulai saja wawancaranya ya, apa yang inginn

ditanyakan?”’

Safrizy: “Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terimakasih pak, mungkin saya akan
langsung bertanya mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di KNKPL Yogyakarta

ini pak, mungkin bisa di ceritakan pak terkait aktivitas lelangnya seperti apa?”’
Bapak Hidayat: “Untuk aktivitasnya ya jelas ya melaksanakan aktivitas lelang mas”

Safrizy: “Baik bapak, mungkin boleh diceritakan terkait alur-alur untuk pelaksanaan

lelangnya pak?”

Bapak Hidayat: “Sebenarnya untuk alurnya yang lebih lengkap kamu bisa baca di
website KNKPL saja ya... secara garis besa rya dimulai dari persiapan. Jadi Proses
persiapan berkas ini cukup rigit dan teliti ya, jadi bagi yang ingin melelangkan barang
baik itu intitusi perbankan maupun perorangan harus memperhatikan betul tahapan
pertama ini jangan sampai ada yang kurang atau salah. Untuk pejabat lelang sendiri
pastinya sudah baligh ya mas, karena kan termasuknya PNS, syarat-syaratnya sudah

sangat jelas kan ya ketika ingin menjadi PNS ada batasan minimal umur sehingga



sudah pasti sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk. Nah selanjutkan ke tahapan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang hanya
berhak dipimpin oleh orang yang telah mengikuti diklat pejabat lelang, beliau-beliau ini
juga harus sudah dimintai sumpahnya dan juga ditunjuk langsung Kepala Kantor
Pelayanan Lelang, isi sumpahnya sebagai jaminan bahwa sang pejabat lelang
merupakan pihak yang netral, dan jujur dalam memimpin jalannya pelelangan. Setelah
itu masuk ke tahap penawaran lelang, nah itu bisa dilakukan sendiri oleh peserta lelang
atau diwakilkan. Jadi para peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain
untuk memberikan pengajuan/penawaran lelang dengan bukti bahwa diamemiliki bukti
Surat Kuasa yang bermeterai. Sistem penawaran lelang di KPKNL Yogyakarta
menggunakan sistem penawaran meningkat jadi orang yang nawar paling paling tinggi
yang menjadi pemanang lelang tersebut. Selanjutnya tahap pembayaran, pembeli lelang
wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnnya tiga hari kerja
setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang
secara tertulis dari direktur jenderal atas nama menteri keuangan. Nah terakhir ada

Penyerahan ~ Dokumen Kepemilikan Barang”.

Safrizy: “wah..luar bisa sekali pak terkait penjelasnya dan nanti saya coba lengkapi dari
website KNKPL, selanjutnya bapak mungkin mengenai harga limit bapak, apakah ada
harga limit yang di patok oleh bank atau KPKNL ? jika ada apakah nasabah

mengetahuinya?

Bapak Hidayat: “Tentunya ada mas, harga limtnya 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),
nilai limitnya harus ditetapkan oleh penjual yang sudah lolos uji kualitas dan taksiran

harga barang yang dinilai oleh tim penilai, penjelasan lebih lengkap ada di websitenya
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ya

Safrizy: “Baik bapak, terima kasih untuk informasinya, mungkin itu saja bapak, terkait

penjelasan lebih lengkap saya coba search di websitenya ya”



Bapak Hidayat: “Iya..iya, sama sama mas Safrizy semogacepat selesai skripsinya, buka
saja websitenya sudah sangat lengkap nanti bisa hadir kesini lagi jika ada hal yang

masih belum jelas jawabanya”

Safrizy: “Amiin amiin...Baik pak, terima kasih untuk kesempatanya mewawancarai

bapak, baik pak nanti saya kabari ya pak jik ada kesulitan, saya mohon pamit”

Bapak Hidayat: “Iya iya sama-sama”
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